
SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2017.

a.

bahwa _—berdasarkan _—spertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

3.
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10.

11,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

4,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai
berikut :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 419.868.015.909,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.800.696.737.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. _114.588.229.671,00

Jumlah Pendapatan Rp. 2.335.152.982.580,00

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 537.505.205.303,80
2) Belanja Bunga Rp. 7.150.492.707,00
3) Belanja Subsidi Rp. 18.000.000.000,00
4) Belanja hibah Rp. 228.199.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 133.939.198.286,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 188.276.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000,00

Rp. 1.127,.069.896.296,80
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 181.071.803.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 722.838.498.851,60
3) Belanja Modal Rp. 951.352.690.355,28

Rp. 1.855.262.992.906,88
Jumlah Belanja Rp. 2.982.332.889.203,68
Surplus/(Defisit) Rp. (647.179.906.623,68)
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3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 647.179.906.623,68
b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 647.179.906.623,68
(-)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran Ia Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjutdalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan
Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan.
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Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiKalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
an. Kepala Biro Hukum

Kepala Bagian Pembinaan Pengawasan dan Informasi Hukum

ARMAN JAUHARI, S.H
NIP 19750709 200212 1 003
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